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ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2020

Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, 

profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia maju

bebas dari korupsi
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Perspektif Sasaran Strategis

Ultimate

Goal

Pemangku  

Kepentingan

Akuntabilitas

Proses

Internal

Kapabilitas  

Organisasi

Menyederhanakan dan  Penataan 
Regulasi yang  Efektif

Membentuk Sumber Daya Manusia
Berkinerja Optimal dan Berbudaya

Kerja yang Tinggi

Mewujudkan SDM Profesional,  
Berintegritas dan Netral

Mewujudkan Akuntabilitas  Keuangan 
dan Kinerja

1.Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK
2.Skor Sistem Akuntabilitas KinerjaKPK

Mewujudkan Kelembagaan Yang Efektif

1.Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK

2.Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK Indeks Sistem Merit KPK

Optimalisasi mekanisme pemulihan  dan 
pengelolaan aset hasil tindak  pidana korupsi

Menguatkan Upaya Pencegahan
Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (Area KPK)

Pemanfaatan Anggaran Tepat Sasaran
dan Penguatan Pengendalian Internal

AsetRecovery

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPK
2. Pengendalian atas Pemantauan Berkelanjutan KPK

1. Penyusunan Kebijakan dan Produk  Hukum 
Eksternal untuk Penguatan KPK

2. Harmonisasi Regulasi dan Penyelesaian  Produk 
Hukum internal KPK

1. Penyempurnaan Proses Bisnis KPK
2. Pembangunan Sistem Informasi Teknologi KPK
3. SLA (Service Level Agreement) Pemenuhan Data dan  

Informasi serta Layanan Umum KPK

Membangun Sistem  Operasional dan 
Data Informasi  Terintegrasi yang

Adaptif

1.Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

2.Survey PeniIaian Integritas (SPI)

1. Penyelesaian Transisi MSDM KPK
2. Peningkatan Kompetensi SDM KPK
3. Komunikasi Strategis kebijakan KPK dan

Internalisasi Budaya Kerja KPK

PETA STRATEGI KPK-WIDE

Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas

dalam mewujudkan Indonesia maju bebas dari korupsi

Menurunnya Tingkat Korupsi
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Penguatan Monitoring 
Sistem

Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara

Meningkatkan
Sinergisitas Koordinasi

KPK 
dengan Instansi Terkait

1. Penyelamatan Keuangan Negara dengan Instansi
terkait
2. Penguatan Upaya Anti Korupsi pada Instansi Terkait
(Penyelenggara Negara, Pelayanan Publik, Penegak
Hukum, Lembaga Pendidikan, dan Diklat)

1. Potensi Penyelamatan Keuangan
Negara
2. K/L/P yang melaksanakan rencana
aksi KPK (Strategis Nasional 
Pencegahan Korupsi / TL 
Rekomendasi KPK)

Mengefektifkan 
Supervisi KPK terhadap 

Instansi terkait

Meningkatkan
Penyelesaian
jumlah case 

building dan TPPU 

1. Penyelesaian Case Building
2.      Penyelesaian Perkara dengan

mengoptimalkan TPPU (Tindak
Pidana Pencucian Uang)

1. Pelimpahan Perkara yang 
mendapatkan putusan
pengadilan berkekuatan tetap

2. Pembangunan Sistem Pelaporan
Penanganan Perkara TPK yang 
dilakukan oleh Instasi Terkait

I.5 Terintegrasinya
Upaya Penindakan dan

Pencegahan Tipikor

1. Penyelamatan Aset
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ROAD MAP KPK 2019 – 2023 MENUJU INDONESIA MAJU 8
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TOTAL PENYELIDIKAN AKTIF = 325 KASUS

KASUS PENYELIDIKAN DITERBITKAN SPPP = 36 KASUS

SPRINDIK : 21
# TAMBAHAN, 2 KASUS (NAIK SIDIK) YANG DILIMPAHKAN 

KE UNIT KORSUP (26 DESEMBER 2019).
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TERSANGKA YANG DITETAPKAN 

TERSANGKA YG DITETAPKAN : 18 ORANG

TERSANGKA YANG DITAHAN

TERSANGKA YANG DITAHAN : 17 ORANG

JUMLAH LHA PPATK YANG DITERIMA KPK 

LHP & LKTPK : 303  

PERKARA YANG DITUNTUT DALAM PERSIDANGAN

25 KASUS

PERKARA YANG SUDAH VONIS ATAU EKSEKUSI

33 KASUS
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51 LHA DIPEROLEH DARI PPATK

240 LHA DIPEROLEH DARI 
PERMOHONAN KPK KEPADA PPATK

I JAN S.D 20 DES 2019

DITERIMA 12 LHA

20 DES 2019 S.D 20 FEB 2020



JUMLAH KERUGIAN NEGARA 

YANG SUDAH DISELAMATKAN 
(20 Desember 2019 - 20 Februari 2020)

Waktu Denda Uang Pengganti
Rampasan

Rupiah AUD Taiwan Dollar (TWD) SGD USD

20 Des – 31 Des 2019 0 1.600.000.000 1.140.941.500 0 0 0 0

1 Jan - 20 Februari 2020 2.377.000.000 1.745.100.000 28.588.727.631 20 
110.000 

51.000 41.410 

Total 2.377.000.000 3.345.100.000 29.729.669.131 20 110.000 51.000 41.410 
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NOTE : JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN DALAM 

ADALAH SEBESAR



PENGUATAN SOLIDITAS & KELEMBAGAAN, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SDM KPK 
UTK MENINGKATKAN KUALITAS1

HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI2
MELAKUKAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH HARUS 
DIBERDAYAKAN, DIMULAI DARI PENYUSUNAN RENSTRA, RPNJP DAN PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH3

MELAKUKAN MITIGASI KORUPSI AGAR POTENSI KERUGIAN AKIBAT TINDAK 
PIDANA KORUPSI DAPAT DIMINIMALKAN ATAU BAHKAN DIHILANGKAN, 
MELAKUKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KAMPANYE ANTI KORUPSI

4
MENATA KEMBALI SOTK    KOORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN, MONITORING PELAKSANAAN 
PROGRAM PEMERINTAH, PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG SEMULA UNIT KERJA ( SUB BIDANG ), 
MENJADI BIDANG TERSENDIRI (KEDEPUTIAN) SESUAI DENGAN TUGAS POKOK 5

MENGEDEPANKAN PENCEGAHAN ( PREVENTIF IS MORE BETTER )6
MENGOPTIMALKAN PENINDAKAN SEBAGAI UPAYA ULTIMATUM PREMEDIUM DENGAN FOKUS 
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN NEGARA7 15
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